BUPATI MEMPAWAH

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 20 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 5
TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DI KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

Mengingat :

a.

1.

BUPATI MEMPAWAH,

bahwa untuk menunjang kelancaran penyaluran
Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka Peraturan Bupati Mempawah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Alokasi Dana Desa,
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun
Anggaran 2016 di Kabupaten Mempawah, perlu
dilakukan penyesuaian;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Mempawah;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pefpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15  Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dgn
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi
Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5556);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5556);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5684);



13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

17.Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 1 Tahun
2010 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran
Daerah Tahun 2010 Nomor 1);

18.Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 8
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2016
(Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 8 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI DANA
DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DI KABUPATEN
MEMPAWAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mempawah Nomor 5
Tahun 2016 Tentang Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2016 Di Kabupaten Mempawah (Berita
Daerah Nomor 5 Tahun 2016), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4, diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah kepada masing-masing Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2) melalui
rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara
Desa pada Bank yang ditunjuk.
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(2) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daecrah kepada Pemerintahan Desa dilakukan secara
bertahap, sesuai dengan ketersediaan/realisasi keuangan daerah
pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(DPPKAD) Kabupaten Mempawah.

(3) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
a. APBDesa yang telah  ditetapkan bersama  Badan

Permusyawaratan Desa; dan
b. laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban penggunaan
Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya.

(4) Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah tahap II berikutnya dilakukan setelah Kepala
Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Tahap I

(Pertama) minimal 70%.

(5) Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis mengenai penggunaan,
pengelolaan, dan pertanggungjawaban Keuangan Desa akan di
atur dengan ketentuan lebih lanjut.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dal Berita Daerah
Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan i Mempawah
pada tanggal |18-7— 2016

BUPATI

MOCHRIZAL

BLRITA DACRAH KASUPATEN MEMPAWAH
130 .26 nomor




